LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN

(Berita Resmi Kabupaten Sleman)

Nomor: 1 | Tahun 2009 Seri: A

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 1 TAHUN 2009

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal
181 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
Bupati mengajukan Peraturan Daerah tentang
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Mengingat

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk

memperoleh persetujuan bersama;

bahwa Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
merupakan perwujudan dari Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2009 yang dijabarkan
kedalam kebijakan umum Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah serta prioritas dan plafon
anggaran yang telah disepakati bersama antara
Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah pada tanggal tujuh belas bulan

Nopember tahun dua ribu delapan;

bahwa bersarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu
membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Sleman Tahun Anggaran 2009.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah  Kabupaten dalam
lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita
Negara tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
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Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan  Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 12
Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1994, Nomor 62, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3569);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997, Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 34
Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000, Nomor 246, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4048);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997, Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3688);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

&=
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1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003, Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286),

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4355),

8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Peraturan Perudang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389),

9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
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11.

12.

13.

14.

2004, Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3952);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125,
Tambahan Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001
tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 188,
Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4138);

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 119,
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Tambahan Lembaran Negara  Republik
Indonesia Nomor 4139);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokeler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota LPRD (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Tahun
90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokeler Pimpinan dan
Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4712);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);
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18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4574);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 137,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4575), )

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 .
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005, Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005, Nomor 139, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577),

22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005, Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
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Standar Pelayanan  Minimal  Pengelolaan
Keuangan Daerah, (Negara Republik Indonesia
Tahun 2005, Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

24, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4592),

25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang. Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi  Pemerintah, (Lembaran  Negara
Republik Indoresia Tahun 2006, Nomor 25,
Tambahan  Lembaran  Negara  Republik
Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59
Tahun 2007.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SLEMAN
dan
BUPATI SLEMAN,
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 sebagai
berikut:

a. Pendapatandaerah............... Rp  909.360.798.710,00
b. Belanjadaerah....... [UTTRTT Rp _ 939.638.240.234,85
Defisit sebesar .............................. Rp (30.277.441.524,85)
c. Pembiayaan daerah:
1. Penerimaan............. ......... Rp 46.990.941.524,85
2. Pengeluaran ..................... Rp 16.713.500.000,00
Jumiah Pembiayaan Netto ............... Rp 30.277.441.5624,85
Sisa lebih pembiayaan tahun '
anggaran berkenan Rp -
Pasal 2

(1). Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. pendapatan asli daerah Rp 117.315.380.710,00
b. dana perimbangan sejumlah Rp 700.362.624.000,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah sejumlah Rp
91.682.794.000,00
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(2).

Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf

a

a
b.
c

terdiri dari dari jenis pendapatan:

pajak daerah sejumlah Rp 53.850.000.000,00

retribusi daerah sejumlah Rp 48.331.793.680,00

hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah
Rp 5.961.828.250,00

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sejumlah Rp
9.171.758.780,00

Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b

terdiri dari jenié péndapatan:

a.
b.
c.

dana bagi hasil sejumlah Rp 76.520.994.000,00
dana alokasi umum sejumlah Rp 587.865.630.000,00
dana alokasi khusus sejumlah Rp 35.976.000.000,00

Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf ¢ terdiri dari pendapatan:

a.

bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah
lainnya sejumlah  Rp 67.914.273.000,00

dana tunjangan pendidikan Rp 6.093.820.600,00

bantuan keuangan dari propinsi atau pemerintah daerah
lainnya Rp 16.492.000.000,00

dana penyesuaian cukai hasil tembakau Rp 1.182.700.400,00

Pasal 3

Belanja daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1 terdiri dari:

a.

belanja tidak langsung sejumlah Rp 593.404.235.024,85
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b. belanja langsung sejumlah Rp 346.234.005.210,00

(2). Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a terdiri dari jenis belanja:
a. belanja pegawai sejumiah Rp 508.373.060.883,45

belanja bunga sejumiah Rp 144.000.000,00

belanja subsidi sejumlah Rp 7.771.814.700,00

belanja hibah sejumlah Rp 3.313.343.350,00

belanja bantuan sosial sejumlah Rp 36.707.129.424,00

belanja bagi hasil sejumlah Rp 20.517.574.267,40

belanja bantuan keuangan sejumiah Rp 13.453.435.000,00 .

belanja tidak terduga sejumlah Rp 3.123.877.400,00

-~ 0o a o o

=@

(3). Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
terdiri dari jenis belanja:
a. belanja pegawai sejumlah Rp 81.288.454.812, 00
b. belanja barang dan jasa sejumlah Rp 155.818.286.822,00
c. belanja modal sejumlah Rp 109.127.263.576,00

Pasal 4

(1). Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri
dari:
a. penerimaan sejumlah Rp 46.990.941.524,85
b. pengeluaran sejumlah Rp 16.713.500.000,00
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(2). Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a jenis

pembiayaan

Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp

46.990.941.524,85

(3). Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri

dari jenis pembiayaan:

a. penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumiah
Rp 10.475.000.000,00
b. pembayaran pckok utang sejumiah Rp 138.000.000,00

c. pemberian pinjaman daerah sejumlah Rp 6.100.500.000,00

Uraian lebih

lanjut

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri

dari:
1. Lampiran |
2. Lampiran il

3 Lampiran I

4. Lampiran IV

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah menurut urusan Pemerintah Daerah dan
Organisasi;

Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi,
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintah

Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;
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5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan

Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan

Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per
jabatan;
Lampiran VIl Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIii Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah:
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan

; Aset Tetap Daerah;

10. MLampiranX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan
Aset Lainnya;

11 Lampiran XI| Daftar Kegiatan-Kegiatan tahun anggaran
sebelumnya yang belum diselesaikan dan

dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;

12. Lampiran Xl Daftar Dana Cadangan Daerah: dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan obligasi Daerah.
Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

[y
)
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman.
Pada tanggal 15 Januari 2009

BUPATI SLEMAN,
Cap/tid
IBNU SUBIYANTO

Diundangkan di Sleman.
Pada tanggal 15 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Caplttd

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2009 NOMOR 1
SERI A



LANRTINAN | FERAT URAN DACRAN
NOMOR : 1 TAHUN 2009
TANGGAL: 15 JANUARI 2009

KABUPATEN SLEMAN
RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009
NO URAIAN JUMLAH
1 2
1 IPENDAPATAN DAERAH
1.1. Pendapatan Asli Daerah 117,315,380,710.00
1.1.1. Pajak Daerah §3,850,000,000.00
1.1.2.  JRetribusi Daerah 48,331,793,680.00
1.1.3.  |Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 5,961,828,250.00
1.1.4. JLainJain Pendapatan Asli Daerah yang sah 9,174,758,780.00
1.2.  |DanaPesimbangan 700,362,624,000.00
1.2.1.  |Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 76,520,994,000.00
1.2.2.  JDana Alokasi Umum 587,865,630,000.00
1.2.3.  IDana Alokasi Khusus 35,976,000,000.00
1.3. JLain4ain Pendapatan Daerah yang Sah 91,682,794,000.00
13.3.  |pana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah 67,914,273,000.00
Daerah Lainnya
1.34. |Dana Tunjangan Pendidikan 6,093,820,600.00
1.3.5.  [Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah 16,492,000,000.00
Daerah Lainnya
136  IDana Penyesuaian Cukai Hasil Tembakau 1,182,700,400.00
Jumiah Pendapatan| 909,360,798,710.00
2|BELANJA DAERAH 939,638,240,234.85
2.41. |Belanja Tidak Langsung 503,404,235,024.85
2.1.1.  |Belanja Pegawai 508,373,060,883.45
2.1.2.  |Belanja Bunga 144,000,000.00
2.1.3. Belanja Subsidi 7,771,814,700.00
2.14. Belanja Hibah 3,313,343,350.00
2.1.5.  |Belanja Bantuan Sosial 36,707,129,424.00
2.1.6.  IBelanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/- 20,517,574,267.40
Kota dan Pemerintah Desa
2.1.7.  |Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/ 13,453,435,000.00
Kabupaten/Kota dan Pemerintah Daerah
2.1.8. Belanja Tidak Terduga 3,123,877,400.00
2.2, |Belanja Langsung 346,234,005,210.00
Belanja Pegawai 81,288,454,812.00
Belanja barang dan Jasa 155,818,2686,822.00
1Belanja Modal 109,127,263,576.00
Jumiah Belan| 939,638,240,234.85
Surplus/(Defisit (30,217, .441,524.05)J
31PEMBIAYAAN DAERAH
3.1. Penerimaan Pemblayaan 46,990,841,524.85
3.14. |Penerimaan Pinjaman Daerah 46,990,941,524.85
Jumiah Penerimaan PembhyunJ 46,990,941,524.85
3.2. Pengeluaran Pembiayaan 16,713,500,000.00
3.2.1 Penmbentukan Dana Cadangan
3.2.2.  |Penyertaan Modal {Investasi) Daerah 10,475,000,000.00
3.23.  {Pembayaran Pokok Utang 138,000,000.00
3.24.  JPemberian Pinjaman Daerah ( PENGUATAN MODAL) 6,100,500,000.00
Jumiah Pengeluaran Pembiayaan 16,713,500,000.00
Pembiayaan Netto| 30,277 A41,524.85

BUPATI SLEMAN,

CanMtd




